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BAMGSA-bangsa sudah bisa ber-
nafas’ lega karena suatu kesepakatan
di” bidang hukum laut telah tercapai
akhir April lalu, Konperensi Hukum
faut yang dilaksanakan oleh PBB ke
tiga kalinva ini telah berhasil melzhin-
kan suatu perangkai pengaturan dalam
beniuk Konvensi Hukum FLaui 1982
(selanjutnya disebut Konvensi}')

Perangkat hukum laui yvang ada se-
belumnyaz), dirasakan tidak lagi dapat
mendukung kebutuhan umat manusia
vang kian meningkat. Hal ini kentara
dsri bermunculannya beberapa pan-

1y - PKonvensi” yang dipakai dalam tulis-
an ini adaiah Draft Convention on
the Law of the Sea, (AJCONF.
18, 28 August 1981, sebagai hasil
pembahasan Resumed Tenth Session,
Genevya, 3 — 28 August 1981, Draft
ini adalah naskah utsh terakhir dan
vang tidak fagi memuat sifat Yin-
formal” sehagaimana Informal Com-
posiz Megotiating Text (ICNT) yang
merupakan produk dari sidang-sidang
sebelumnya. ICNT sendiri telah bebe-
rapa kali direvisi —— dan datang
wari perumusan-perumusan sebelum-
nya di bawah berbagai nama. Se-
kavang ini, setelah sideng ke XI
vang berakhir padas penghujung Aprit
1982, sedang disasun kembali naskah
final Konvensi, Menurut pihak Deplu,
naskah Kenvensi yang akan ditanda-
tangani di Caracas pada sidang be-
rikutnyz adalah naskah yang sama
dengan Draft 28 Agustus tersebut
- perobzhan-perobzhan fak bersifat
prinsipil, dan hanys uniuk beberapa
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BEBERAPA KONSEPSEI BARU DALAM KONVENSI
;H@KLTM LAUT YANG BERKAITAN ERAT DENGAN
KEPENTINGAN INDONESIA

Heh, A, Zen Umar Purba

dangan baru dalam bidang yang meru-
sakan cabdng hukum internasional ini
~ baik yang murni merupakan konsep-
si baru, maupun yang merepakan pem-
baharuan dari norma-norma yang su-
dah ada,

Faktor-faktor yang wmenderong
muncuinya kebufukan-kebutuhan ma-
syarakat modern ifu ferutama adalah
kemajuan teknologi yang pesat.’) Ke-
dua, makin padatnya penduduk berba-
rengan dengan terbatasnyz dava du-
kung sumber daya alam yang dibutuh-
kan. Ketiga, tidak jelasnya perumusan
beberapa konsepsi ierfentu dalam pe-
rangkat hukum laut intemasional"%)

Artikel ini akan menvajikan kon-
sepsi-kkonsepsi baru tersebuf yang mun-
cul dalam Konperensi, dan kemudian
terangkat dalam Konvensi, sejauh hal-
hal itu berkaitan erat dengan kepen-
fingan Indonesia.

2) Konvensi-Konavensi Hukum Laut Je-
news 1958, yang terdiri dari Conv.
on the Territorial Sez and Conti-
guous Zone, Conv. on the High Seas,
Conv, on Fishing and Congervation
of the Living Resources of the High
Seas, dan Conv. on the Continental
Shelf -- semuanya produk dari Konp.
Hukum Laut PBB I, 1958. Koap. ke
IF 1960 iak menghasilkan sesuatu
perjanjian. Di samping Konvensi-
Konvensi tersebut terdapat puls se-
ranghaian perjanjian internssional la-
in yang berkaitan dengan pengaiuran
laut, misainya di bidang pelayaran
dan pencemaran seria perikanan. Se-
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K onvens Hukum Laut .

Ra- NUSAN'EARA (ARCHI-
ELAGIC STATES).

_gkup Penpaturan

E ~Rerzim negara nusantara termuat da-
1am Ba__glan (Part) IV dari Konvensi,
: dan dari pasai 46 s{d 54, serta melipu-

b __ngf;xt_ian;

- garis-garis pangkal nusantara farehi-
s peiagzc baselines);

ngnkuran  lebar laui  teritorial

rial sea), jalur tambahan

. (contighous zone), zone ekonomi

ekskiusﬁ (excluswe economic zone,

_selanjutnya disebut ZEE); '
— stafus peraitan nusantara (archipela-
”’f'}gic wai“ers), ruang udara di atasnya,

““serta dasar laut (seabed} dan tanah

U ar bawahnya (subsoil);

< penentuan mulat sungai, teluk dan
'_"peiabuhan dalam perairzn nusanta-

¥ '. Ia;

= ha}c-hak tradisional pihak Iain, serta
i parsem]uan-pemetuguan yang ada,

= 'hak lintas alur Jaut nusantasa (right

of arctheiago sea-lanes passage);

e kewa}zban—kewanban kapal dan pe-

" sawaf ‘udarz selama melintasi per-
"“airan nusantara.

2. Fengertian  Megara MNusantara,

‘Menurut Konvensi suatu archipelg-
gic sigie berarii suatu negara yang se-

3} Lihat, al. lonathan 1. Carney,
o MTechnology and Intemational Nego-
o tions™, 76 AMERICAN JTOURNAL

- OF . INTERNATIONAL LAW (AJIL)
82 (1982); Secara umum perkem-
bangan hukum internasional setelah

" " Perang Punia ke I juga sangat dipe-
ngaruhi oleh kemajuan teknolog,
~di-samping faktor lain, lih. antara
Iain : MOCHTAR KUSUMAATMA-
DIA, HUKUM LAUT INTERNASIO-
MAL, 81,111 (1978).

4) Yang menonjoi adalah dalam hat de-
finisi dan jangkauan landas konti
newn yang dapat diklaim oleh suatu
fnegara seperii termuat dalam Conv,
on the Continental Shelf -- di sam-
ping masth belum adanys kesepakat-
an akan lebar lant teritorial madahsl

leruhnya ferdif satu atan lebih
chipelago”, dan dalamnya dapat
masuk pulau-pulau lain.’) Sedangk
“archipelago™  disebutkan  sebagai
suafu grup pulau, fermasuk bagmn
bagian pulan, perairan nenghubung""

dan lain-ain bentukan alamiah, yang'. -

saling berhubungan dekat, sehingga’'pu-
lau-pulzu tersebut, perairan serta beni
tukan alamiah ity membentuk kesqrys
an - geografis, ekonomis, dan polif
vang inirinsik, atau yang secara his-.
toris bisa diperhitungkan demikian 8

Tampak jelas bahwa arcthelago e
dak sama {iengan kelompok atau gu-

gusapn pulaw atau kepulauan, @aiag;””*'
sebuah pulau. Adrchipelago merupakan -

kesatuan darl semua unsur-unsor vang
telah disebutkan.”) Itulah sebabnya
istilah nusantaza diperkiraksn lebih

fepat untuk kata vang beragsal dari: ba« :

hasa Latin jtu.?)

Negara nusantara seperti dlmaksud_
Konvensi adalab setumpuk pulan di-
tambah unsur-unsur lain tersebut yang
terbaring pada lautan, lepas dar ba-
gian benua —— ini lazim disebut ‘ge-
bagal mid ocean archipelago. Dalam
kategori ini adalah negara-negara In-
donesia, Pilipina, Fiji, dan lain-ain, ™"

Dalam pencanangan konsepsi pu-
santara di samping mengemukakan nn-
sur-unsur yang sama dengan definisi
dalam Konvensi Indonesia juga men-
cantumkan fakior keamanan sebagai
salah satu alasan.®) Ini dapat cixme—

5) Pasal 46 {a).

8} Pasal 46 (b); bdgk. C. JOHN COQ-
LOMBOS, INTERNATIONAL LAW
OF THR SEA 120 0F THE SEA 120
{1972). :

7} Bdgk. WEBSTER'S COLLEGIATE
DICTIONARY 5% (1977,

8)  Lih. St. Munadjat Danussputro, We
wasan Nusaniara den Tata Lautan
Internesional, 22 INDONESIA MA-
GAZINE 14 {1973).

[} PENGUMUMAN PEMERINTAH ME-
DGEMAI WILAYAH PERAIRAN

MEGARA REPUBLIK INDOWNESIA,
trmmarnt 1% TYyacmeryieme 3 OEM
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Hukurm dant Pein imngurz«:m

ngert karena keadazan nusantara Indo-

nesia zyvang lebih spesifik, dihadang
oleh dua.benua yang penting, semen-
tara ‘bagian terfeniu dari perairan na-
sional -imenjadi arena pelayaran inter-
nasional, fermasnk kapal-kapal tanker
berbobotraksasa.l0)

o Divsamping masalah faktor pen-
dorong, ~pencetusan konsepsi nusan-
tara-yang-kKemudian diangkat dan po-
puler: sebagai Wawasan Nusaniara
itut 13;7juga merupakan babak berikut
darl ‘Proldamasi 1945 dalam kaitan
pemaniapan wilayah nasionat,!?)

3, Sistem Penarikan Gagis Pangkal,
.. Telah jelas bahwa negara nusania-
ra. merupakan kesaiuan antara tanch
dan gfr, dibandingkan dengan negera
non nusantara vang hanva memitiki
tepah. atau daratan sebagai wilayah
uiama.

Dalam hukum lant internasional fe-
lah lama dikenal konsepsi lani terito-
rial.'®) Yakni suatu jalur laut yang
berbatasan dengan pantal Xe arah luar.
ELaui’ teritorial adalah wilgveh dard
suafn negara, Pada negaga nusaniara,
iaut teritorial adalah jalur pada kebe-
basan fertenin vang berada pada se-
belab luar dad paduan {anah dan air.

Unink menetapkan lebar laut teri-
rorial maka hayus ditentukan terlebih
dahulu garis-garis pangkal (baselines).
Dalam hal npegara nusantara, dikenal
garig-garis pangkal lurus [siraight base-
lines), yang berbeda dengan normal
baselines untuk negara-negars yang bu-
kan nusantara.®) Gars-garis pangkal
turus adalah garis-garis yeng ditark da-

10} Peristiwa besar yang pernah menimpa
perairan Indonesia akibat kecelakaan
tanker adalah kasus SHOWA MARU
1975, yang cukup terkenal Hu, Peris-
tiwa i telsh mendorong Indoenesia
untuk bersikap akéif dalam penga-
manan pelayaran di perairon sem-
nit seperti Selat Malaka.

1ty TAP MPR No. IV/j1978.

12} Lik, MOCHTAR KUSUMAATMA-

. DJA cat., 3 supra, 1886,

i titiketitik terluar dard pulav-puian
(atau bagian pulau) terluar.! 5) Dedgan
demikian, tampak suatuy benang vang
mengelilingl kesatuan pulaw dan per-
airan. Menurnt teod, semua pergiran
vang terietak pada bagian dalam dari
garis pangkal adalah perairan peda-
laman dan dalam negarz nusantara
disebut perzuran nusantara {arcthe-
lagic waters)} ) -

Ke arsh luar dan garvis-garis pang-
kal furus ini, sampai pada kelebaran
tertentu adalah laut teritonal. Konven-
si menyepakatl lebar 12 mil, dihjtung
darl pgaris-garis pangkal, sebagai laut
teritorial.’ 7y

Sistem penarikan garis pangkal vang
khas untuek negara nusantara adaiah
masalah utamsz. Sebab garis pangkal
inilah yang merupakan pemagar daxi
pulau-pulan dan peratiran vang meng-
hubungkannya. Ini punyz implikasi
luas terhadap klaim-kalim lain dalam
hubungan dengan pengamran kewe-
nangan negara di laut seperti ZEE dan
landas kontinen {continental shelf).

Pasal-pasal lain dalam Konvensi me-
nyebutkan ientang persyaraian vang
harus dipenuhi sehingga suail negara
dapat dikualifikasikan sebagal negara
nusaniara. Misainya fentang ratio an-
tars luas darat dan perairan.'®) dan
panjang gans-garis pangkal lurus yang
dibenarkan'?).

3. Pengakuan Atas Hak-Hak Tradi-
sional dan Pesghormatan Atas
Perianjizn-Perjanjian Yang Telah
Ada.

Karena ferangkumnya suaiu kawas-
an pesgiran vang cukup luas akibat
kalim nusantara ini, maka negara ber-
sangkutan oleh Konvensi diwajibkan
aptuk tetap mengakui hak-hak {radi-
sional dari para warga negara tetangga
vang berbatasan langsung, Juga terha-
dap perjanjian-perjanjian yang mung-

15y Psl. 47 (1), bdgk. Conv. on the
Terriiorial Sea, Psl. 4 {1).
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: %;m.telah”ada sejak dulu, Mamun tenta
-'sa}a asalah-masalah ini diselesaikan
enpan pengertian vang baik, dan di-

’ _ _tLangE{an :dalam pessetujuan-persetu-

Juan’ bilateral. 20) Belum lama ini, se-
' -bagal" ﬂustrasz, telah ditandatangani
perjanjian pengakuan Malaysia akan
. Wawasan: Nusantara, dan sebaliknya

pengakuan:Indonesia akan hak-hak ira-
disional, dari: warga Malaysia di per-
airan antam Maiaysua Barat dan Ma-
layasm imbr. 2

=i agatygs nusantara juga wajib mem-
beri: kelonggaran atas ferpasangnya ka-
bel danipipa bawah laut, termasuk un-
“tak Demeuhara’m dan perbaikan instu-
men‘ituoleh negara mana saja vang
berkepenﬁngan, dengan Syarat—syarat
tertentu 22)

_fiﬁ,"_Hak}' Lintas Alur Laut Nusanta-
“ra (Right of Archipelagic Sea
' Lane Passage).

. Negara, Nusantara dapat meneniu-
kan alur laui (seq lones) dan rute vda-
18, (azr roua‘es) bagi kapal dan pesawat
mdaxa vang melmtas; perairan nusan-
iara éan lani teritorialnya.

Hak lintas alur laut npusantarz
(HLALN) hanya dapat dipakai untuk
pelayaran dan penerbangan normal,
dan ‘untuk keperuan {ransit vang ii-
dak terpuius dan cepat dag satu bagi-
an-laut lepas aftau ZEE ke bagian lain
dari laut lepas atau ZEE.**)

Alurlaut dan rute udars ftu ditandai
oleh garis poros vang saling bersam-
bungan-"dari titik-titik masuk ke H-
tik-titik ke luar. Di sini kapal, maupun
pesawat terbang tidak boleh beslayar
menyimpang lebih dard 25 mil ke tiap-
tiap sisi dari poros, dan dengan catatan
baliwa kapal dan pesawat tersebut ti-
dak pula boleh berlayar pada jarak
yang lebih dekat dad 10% dad jarak
antara ftik-titik terdekat pada pulsu-

20)  Psl. 51(3)
21} Lih,. 2L, TEMPO 6 Maret 1982,
hh 6.7

pulau yang berbatasan dengan alnz.
tersebui.*®)

Dalam hubungan ind, apabila &mer__
Inkan untuk keamanan pelayaran Yamg -
lebih cermat lagi, negara nusantara da-.
pat pula menetapkan suszin Emf"fie
separation scheme ('I‘SS)%) kimsus»“ =
nva dalam rongga alur vang telah_ i i
tetapkan. Ketentuan-ketentuan ladn'
mengenai HLALN ini adalah begke-
naan dengan pengeantian aiur mz dam
TSS oleh negara nmsantara® ), Aus
bungan antara pengaiuran alur dengan -
ketentuan pelayaran intemnasional®®), -
publikasi mengenai penentuan alur*?),
kewsjiban kapal untuk menast slug
dan TT8%%), dan konsekuensi apabila
alur laut dan rute ndara tidak dige-
tapkan.®!), .

Kapalt-kapal vang  menikmati
HLALN wajib memenuhi ketezamﬁn—
ketentuan sebagaimana kapal yang me~
nikmati hak transit (transit passage)
di selat.®®). Kewajiban itu antara lais’
bahwa kapal-kapal tersebut harug: =

- berlayar tanpa berhenii;

-- jauh dari maksud mengganggy ke-
daulatan, integritas terirorial, dam
kebebasan politik dari negarz au-
santara; '

— tidak melakukan I{egatamkegmtan
yang menyimpang dari sifat pela—
varan & penerbangan vang normal,
kecuali dalam hal ada foree mzz]eu-
re atau tekanan.>?)

Khusus bagl kapal diwajibkan m_e_4'
matuhi keteniuan-ketentuan yeng 2s-
cara umum sudah diterima dalam pe-
layaran internasional, iermasuk menge-
nal pencegahan, pengurangap dan pe-
ngawasan pencemaran laut.34)

Dalam hubungan dengan kepenting-
an riset dan survei, kapai-kapal ssing

253 Psh. 53 (8).
28)  Pul. 53 (6).
27)  Psi. 53 (7).
28y Pel 53 (9%
29)  PsL 53{ig),
30)  Psl 53 (11}
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+i4a%k “ibenarkan membawa ke luar
hasil penelitian mereka tanpa seizin
negara nusaniara %)

i idagara nusantara juga dapat menge-
lngrkan ketentuan-ketenivan lain vang
berkaitan dengan pelintasan kapal di,
atan pencrbangan di atas, pezairan ni-
santara dan laot teritorialava, anters
iam mehgenal :

—_~,'kese§ama"i3n pelayaran dan lalu-
Hintsslmut;

— pesdindnngan lingkungan laut;

~ :perikanan

%-gﬁamuatan atan larangan pemuatan
kemoditi tertentu;

—. halhal yang berkaitan dengan bea

enksi, fiskal, imigrasi, mata uwang
dan kesshatan,?®)

Sebaliknya, sepert jupa ferhadap
Emma’{ pogsgge atau inngcent passa-
ge, nsgara nusaniara samaselcali fidak
dibenzrkan untuk menghambat atan
mepghelang pelintasan lapal maupun
penerbangan pesawat udara fermak-
sud. Negara nusaniara juga waiib mem-
beritahu, sekiranya ada bahaya tetha-
dap mavigasi melalyd alar vang telah
ditentukan itu.*7)

Begitulah pokok-pokok pengaturan
tentang pegara nusantara dalam Kon-

snel. Eeonvensikonvensi Jenewa ten-
tang Hukwsm Laui 1938 tidak mencan-
tumkan masalah ini. Teiapisebenarnya
embric ke arah pencetusan konsep
negara nusaniara sudsh ada, dengan
dimuataya ketentuan tentang sisiem
penariken garis-garis pangkal jurus bagl
bagisn-bagian terfentun wilayah suafu
aegara yangz mempunyal kekhasan ben-
tuk geografinya3®).

Hal ini diangkat dar putusan Mah-
kamah Internasional atas sebuah kasus
dalorn  hukum internssional vang
enkup terkenal vakni Anglo-Norwegi-
am Flzcherdes Case, yang membenar-
kan negera Morwegla untuk menterap-
kan gisfem fersebut bagl peneninan

35 Felas

lebar lant teritorialnya’®)
II. ZOME EKONOMI EEKSKLUSIF,

ZBE meruapkan konsepsi barnyang
lahir darl iekanan kebuthan akan sum-
ber-sumber daya alam di lnar wilayah
negara pantal. Fadi dibutvhkan Xese-
pakatan bersama untuk memanfastkan
kelavaan slam vang terdapab di laut
lepas —- tanpa menggansou kebebas-
an  pelaveran pada  pemmukaanava.
Klaim ferhadap ZEE ditakukan oleh
mavorifas negara di bawah label nama
vang agak berlainan satu sama lain,
tergantung dari iekanan aeﬁdekataﬁ
vang dilakulkan. ’U)

Indonesia sendird pads fangeal 71
Mazei 1980 ielah mepgamumlfan
kalim tershadap ZEE ini*!) Dengan
demikion, daxl sudui penguasaan akan
sumber daya, porsi lautan vang berada
di bawah yurisdikst nasional makin
bertambah., Ealan dinmut selintas maka
Indonesia kini memilild perairan au-
sanfarafpedalaman, laut feritozial di
luar #tu, dan & arah luar lagl adalah
ZEE, serta dalam Lkeadaan gcografis
tertentn, kepanjangen landas Kontinen
geperil fampak pada pembicaraan i
belgkans.

1. Peagertian U,

ZEL adalah suatu daerah di luaz,
dan berbatasan dengan laut teritorial,
temapt negara pantal melaksankan hak
berdaulat fsovereign righis) untuk me-
manfzatkan sumber daya alam di ko-
lom air, dasy dan lanah baweh lzudé,
termasuk  memproduksi energi dad

39y ICI Rep. (1951).

403y Lih. HABIIM DIALAL, PERDJU-
ANGAN INDOMESIA DY BIDANG
HUKUM LAUT 104-05{ ).

41}  PENGUMUMAN PEMERINTAH RE-
PUBLIK INDOMNESIA Teatang ZO-
WA ERKOMOMI EXSKLUSIE INDO-
HESIA, 21 Maret 1980. Pengu-
muman  ind hanya memuat suatu
dekfarasi dan memuoat 6 diktum.
Pengatnran lebih jauh menurst dil-
tum & skan dituangken defam bentuk
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“arus..angin dan air., 4%y Jadi yang dimi-
'111:1 oleh negarg paniai adalah yums-
dﬁm ierbatas, dan samasekasli bukan
: 'kedaulai“an terhadap wilayah,

_ EEE disepaketi -berkelebaran sam-
pa,l éengan 200 mil, dihitung dag garis
pmakal ) Jadi, seperi felab dijelas-
kan, dalam hal negara nusantara, ZEE-
-;nya adalah pada bagian luar dar gu-
gusan pwlau dan perairan, serta laut te-
:ntonainya :
Selain hak berdaulata di atas, ne-
gara: pania vang punva ZEE .memili-
ki-yursdiksi untuk. beberapa hal an-
taa lam"’“} :
- mendidkan  dan mempergunakan
cipulau  buatan - fartificial islands),
instalasi dan bangunan lain; ini ber-
kaitan dengan usszha ekploitasi sum-
' ber alam di dasar laut; _
—-mengadakan  rset flmiah [marine
‘scientific research);
— upaya perlindungan dan pemehha-
“raan lingkungan laut *%)
'Negara-negara lain wagxb menghor-
mati den mentaati peraturan negara
pantal sehubunﬂan dengan kewenang-
annya di atas.® ) Sebaliknya dalam pe-
jaksanaan hak berdaulat dan vuris-
dzksmya negara pantal juga harus
meghormati hak-hak negara lain,*7),
semata-mata karena permukaan laut
itn. masih tetap laut lepas.  ltulah
sebabnya disebutkan dalam pengatur-
an*“berikut, semua ketentuan vang
berkenaan dengan laut lepas se’oagal-

mana iercantum dalam pasal-pasal 88

sfd 115 Konvensi tetap beslaku bagi
ZEES®y '

" Konvensi lebih jauh mengatur seca-

42) "Pdl. §6 (1) (a)i bugk. PENGUMUM-
AN, ecat, 41 supre, dikfum 2 (a).
43} " Psl, 57; buigk,’ P};N(w[ MUMAN cat.
: 41 supra, diktum 1.
44) . .-Psl. 56 {1} (b): bdgk. PENGUMUM-
.- AN, cat. 41 suprs, dikism 2 (b)
45)  Masalah perlindungan laut merupa-
kan salah satu fokus seatral dari
Koavensi, sehingga dalam buanyak
bacian  Hal T cobaler o35 doo int]3e ana

ra terperinei mengenai hal-hal yang'
pat dilakukan negara pantai i
nya. Antara lain penetapan jal .
ngamasn (sejety zones) sekeliling pulau-
pulau buatan, intalasi dan bangipzn-
bangunan fersebuf di atas. Pengertian
pengamanan iai, baik bag pelavaran
maupun terhada;} konstruksx—konstmk-
si ifu sendiri. ‘Lebar jalur pamaman
tidak boleh lebih dari 500 meierise.
keliling banﬂunan-bangunan dtng
tung dar HHkftE terduar merek;
febar jalur pengaman :m harus:
umumkan secara luas.?%) :

Namun pembuatan pulau
ingtalasi dan bangunan lain itw _
boleh sampal ‘mengganggu kahebasén
pelayaran internasional yang tclah fli-
akui. 50) Sebaliknya semua kapal harus
pula menghormat zone pengamans ini
dan wajib pulz mematuhi keientuan-
ketentuan internasional di bidang. pcid—
yaran 1) Ao :

2. Pengelolaan Sumber-Sumber Ha—
yati. .

Dalam Bagian Koglhs '_téﬂ_ia_r;'g
ZEE ini ditetapkan pula halhal yang
berkensan dengan pengelolaan dalam
arfi luas akan sumber daya alam, ter-
masuk sumber-sumber hayati. Jadi orf-
entasi ekonomis ferhadap ZEE, tidak
pula menyebabkan rusaknya daya du-
kung lingkungan. Yang hendak dicapai
adalah peaingkatan pemanfaatan: ZEK
bagi  kesejahteraan umat manusia
dalam arfi yang secsungguhaya, fer
masul pengindahan. akan kepentingan
manusia mendatang. 52) Maka di.sam-
ping ada klausa-klausa tentang pengu-

49) Psl. 60 (5} bdgk. Conv. on the
Cont. Shelf 1958, Psh s {3ty N,
[/1973 tig Landas hmmmn Indo-

nesia, LN RI 1973 Nu. |, sl & £2)
ttg Udaerah ferfarang® 500 meter,
dan Psl. 6 (3) tiz. “daeenh terbay

tas’’ 1250 m,
S0} Psl.oGo (7).
§1)  Psh 60 (a).

I
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sahaan sumber hayaii, terbaca pula
tentang konservasi.>)

. Dalam ‘hal pengusahaan sumber ha-
vati, apabila‘negara pantai tidak mam-
pu melakukan penangkapan ikan seba-
inyek:yvang - dibenarkan, ia  wajib
‘memberi kesempatan kepada negara
Jain ‘melalui perjanjian,*) Juga diatur
tentang ‘pembezian izin oleh negara
-pantat kepada nelayan asing vang ingin
‘bergiat di ZEE-ny a.ss) Pedindungan
khusus terhadap sumber hayati terien-
fucjugadisingeung: tentang binatang
laut wang menyusui [(marine mam-
mals)?®}, ikan yang naik ke sungai dari
laut untuk berkembang (enadromtous
sz‘ocks}”a), maupun yang dard sungai
ke lauvt featadromous specz‘es}5 8}, dan
jenis binatang vang melekat di dasar
laut fsedentary species)?).

= Konvensi juga mengatur tentang pe-
ranan negara-negara tak berpantai, a-
tau terkurung darat (lend-locked sta-
teg). Mereka mempunyal hak untuk
berperan seria dalam pengusahaan ba-
gian kelebihan dari sumber hayati di Z-
EE dalam satu subregion atan region
vang sama dengan negara pemilik ZE-
E.60}) Hal yang sama juga diberlaku-
kan bagi negara dengan karakier geo-
grafi yang khusus — yakni negara-nega-
18 yang berbatasan dengan luat fertu-
tup fenclosed seas) atan semi teriuiup
{sewmi enclosed seas) yang situasi goo-
grafinya  sedemikian rupa sehinggs
membuat mereka terganiung pada eks-
ploifasi sumbesr-sumber hayati dalam
ZEE npegara lain dalam region afau
subregion yang sama, atau negars-
negara pantal vang fidak dapat meng
klaim ZFE sendiri.61)

53}  Psk 61; Conv. on Fishing and Conser-
vation of the Living Resources
1958,

54y  Psl 62 (2).

55} Psi 62 {4).

56) Psl. Psi. 65,

57% Pl 66,

ooy Byt e

3. Pemakspan Hukem (Law Enfor-
cement) woleh PMegara Paniaj,
Dalam melsksanakan hak berdaulai
dan yursdiksinva di ZEL, negara pan-
tal dibenarkan untuk mengambil lang-
kah-langkah pengamanan, termasuk
naik ke kapal asing, dan menginspeksi-
nya, menahan dan memproses di muka
pengadilan -~ — sehingga akan terjamin
pamainhan hukum yang dikeluarkan-
aya oleh pihak asing yvang bersang-
futan.®%)

Dalam hal penzhanan kapal asing,
negara pantai sudah harus secepatnya
memberitahu  negara bendera kapal
tentang hal tersebut termasuk kemung-
ldpan hukuman vang akan dijatuh-
kan,®*}

4. Pembatasan {Delimitation) ZEE.

Pembatasan ZEE aniara dua negara
pantal, baik yang berhadapan maupun
vang berdampingan dilakukan mela-
Ini persetujuan dengan mengingat sum-
bersumber hukum dalsm pasal 38 Sia-
tuta Mahkamah Internasional.®) Da-
lam hal tidak fercapai sesuaty perse-
tujnan mengenal masalgh itu, maka
dipergunakan upaya penyelesaian kon-
ilik sebagaimana termuat dalam Bagian
XV Konvensi.®)

HI. LANDAS KONTINEN (CONTI-
NENTAL SHELF)

Landas Xopdaen bukan konsep
baru dalam hukem laut infernasional,
Ia sudah ada dan dimanfaatkan sejak
Prokiamasi Presiden Truman tahun
1945, dan kemudian dituangkan pula
dalam Konvensi Jenewa fentang Lan-
das Kontinen 1958. Yang jadi masa-
lah selama ini adalah belom fegasnya
batas jangkauan landas kontinen vang
dapat dinikmati oleh suatn negara.
Adanya batas vang tidak pasti ini
membuka peluang besar bagi pihak
vang kuai untuk mendesskkan hege-

63)  Psl 73 (1)
53y Pel 73 (4).
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" moninya,-dalam hal ini pengambilan
kekavaan alam di dasar laut (seabed)
dan_ tanal di bawahnya (subsoil)®®)

eimkuan untuk meninjan kembali
: mas_alah ini,s merupakan salah saiu da-
sar’yfama dilaksanakannya Konperensi
Hukum-Laut PBB ke I sckarang ini.
Daniniberkaitan erat dengan makin
-hmjfmva' teknotogi penambangen Iaut,
-%epem telahidisebutkan pada permu-
' laan: Iﬂranvan ini.

1'yang sekarang menunjuk-
%ca hasils upaya penierbitan konsep
1. ?eﬂgertmn Umum,
w:Konvensi s rmendefinisikan - landas
kontinen secara yuridis sebagai dasar
{seabed) dan tanah di bawah laut
fsubsnil) yang berbatasan langsung de-
ngan laut teritorial, vang merupakan
perpaniangan alamiah fnotural prolo-
ngation)..dari wilayah darat sampai
ke : batas terfuar tepian Kontinen
{eontinental onargin}, atau sampai ke
Jarak..200 mil dari gars pangkal da-
lam . hat. iepian kontinen tidak men-
capal jarak tersebui67)

Dibanding dengan Koavensi Jene-
wa tentang Landas Kontinen 1958,
Konvensi yang sekarang juga tidak
memberikan definisi lingkup landas
konimen yarg tunggal.58) Tampak
bazhwa  landas kontinen diukur de-
ngan dua kriteria @ a) sampai dengan
pinggir terluar tepian kontinen, dan
b)-:hingga -jarek 200 mil dari pars

66) "Dalam -Conv. on the Cont. Shelf
©UE988, ‘landas  kontinen menunjuk
“pada {a) to the seabed and subsoil
of ‘the submarine areas adjacent {o
the coast but ouniside the area of the
territorial sea, {0 a depwh of 200
metres, or, beyond #hai Nmit, to
where the superjacent waters admits

of the exploitation of the naturat
regources of the said greas . , , ™, Psh

1 (kursif, Pen.). Jadi negare-negara
berteknologi maju dapat saja meng-
klaim landas koniinen #tu kavena
dia mampu terus menggel sampal
kedalaman  yang  lebih jauh, Hal
1AT rmei i b I e B E e s e d s e

pangkal. Hanys saja definisi Konvensi'

tidak melandaskan pada kemampuap @
teknologis, yvang bisa memberi keumj .
fungan yang lebik bagi vang mam: .

pu.62). Yang dipakal adalah alasan-"
alamiah semata-mata.

Namug, terhadap inipun d;benkan_- :
restriksi pula. Bahwa maksimum laps
das kontinen yang dapat diklaim, la-
pas dari ukuran fepian kontinenm, H--

dak boleh lebih dari batas 350 mil dagj .

garis pangkal.70) Bahkan Jebih jaup
lagi. : semua produksi mineral yang.
dihasilkan dalam jarak di luar 200

mil sampai dengan 350 mil harus di=

imbangi dengan pembayaran susztu
kontribusi oleh negara yang bersang
kutan kepada suaiu badan internasic.
nal yang bernamsz International Seg-
bed Authorify. 71) Pembayaran ini;
yvang memakal rumus ferteniy, dimak-
sudkan untuk disebar kepada semua
angeota Konvensi dengan memper
hatikan kepentingan negara-negara ber-
kembang, dan dari kelompok yang ter-
akhir ini, dintamakan kelompok nega-
1a yang terkurung darat.?2)

Dari pengertian tentang landas kon-
tinen di atas, jelaslah bahwa pada ba-
gan terientu landas kontinen bertum-
pang tindih dengan ZEE - dan klaim'
tethadap ZEE sendiri berard juga
Klaim ferhadap landas kontinenaya.
Di luar ukuran 200 mil itn, apabila ke-
adaan alamnya menganugerahkan de-
mikian, negara pantai dapat menyam-
bung landas kontinennya sampai de-
ngan batas 350 mil fersebut. '

69)  (d

70} Psl, 76 (5).

69} id.

71} Psl. 82, Ketentuan ini merupakan
kompromi antara perlussan  yuris-
diksi nasional {erhadap 1laut, de-

ngan program pengembangan  ke-
kayaan alam di luar yariadiksi ng-
sional sebagai warisan bersams umat
manusia. Ini. Sesbed Authority sde
fah badan yang sengaia dibentuk une
tuk melaksanskan program  vang
dicolurt Falalras oo Smoemiars . Bk dd
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woMarena eratnya hubungan antara
ZEE. dan landas kontinen maka bebe-
rape  keteniuan Konvensi mengenai
ZEE . juga berlaku i{erhadap landas
kontinen. Misalnya untuk pemasang
an pulau-pulan buatan, insialasi dan
bangunan-bangunan lain bagi kepen-
tingan pengusahaan sumber daya alam
khusugnya mineral.” %)

2. Hak-Hak Pihak Lain di Landas
« Kontinsn.

sy landas kontinen, setiap negara
berhak- memasang pipa dan kabel ba-
wan lauf, MNegara gnsz:zn dengan meng-
ingat’ hak-hak vang ada padanya, il
dak boleh menghambat pemasangan
dap -pemeliharaan pipa dan kabel ini
Tetapi: negara pantai dapat meneiap-
kan kondisi-kondisi vang harus dipe-
auhi-sebelum kabel dan pipa tersebut
terpasang 74}

3 ?embatasan Landas Kontinen.

Sepem juga terhadap ZEE, deli-
mitasi landas kontinen dad dua ne-
gaera  vang seling  berhadapan  afan
berdampingan dilakukan dengen per
janjian, dengan mengingat ketentuan-
ketentuan mengenal sumber hukum
dalam  Statuta Mahkamah Intemnasio-
nal.75) Juga apabila tidak tercapai
pé'rsgs_mjuan maka persoalan dapat di-
pecahkan dengan mempergunakan ins-
frumen penyelesaian sepertl tercantum
dalam Bagian XV Konvensi.76)

?embahasan vang manyangkut ma-
salah negara nusantara, ZEE dan lan-
das kontinen baru berkaitan dengan

73} Psi. 80.
743y Peb. 79 (1) dan (4),
75} Psl. 83 (1)
78)  Bsh 83 {2).

persoglan yurisdiksi  vang diperluas
vang kebetulan sangat erat dan rapat
berhubungan dengan kasuvs Indonesid.
Ketiga konsepsi hukum laut vang baru
tersebut merupakan isyarat makin.-ba-
fauy

avaknya masalah hukum vang
harus™ digarap. Pemerintah saat - inj

sedang mengadakan pengkajian dan pe-
ngamilan langkah-langkah ke arah gl
tersebui. Tetapi hulum taut Indonesia,
tidak berhenti hanya dengan pencefus-
an, dap penerimaan internasional skan
Wawasan Musaniara, Juga {idak dengan
pelebaran yurisdiksi ke ZEE dan jan-
das kontinen, R

Di samping konscpsi-konsepsi hu-
kum Jaui tersebut, masih ada’lag
topik-topik dalam Konvensi yang ber
kaitan dengan kepentingan Indonesia,
baik sebagal negara nusantara mau-
pun sebagai negara berkembang. Suatu
telaahan vang mendalam pada gilir-
annya perlu dilakukan terhadap ma-
salah perlindupgan lingkungan laut77),
alih teknologi maritim,”8) riset Ke-
lautan9) dan penambangan dasar ga-
mudra dalam®0). Dan pada akhirnya

tenfu penjabaran semua topik ter
sebut.

77)  Konv, Bag. (Paré) XIL,

78)  Konv., Bag. XIV: namun bobot

yvang besar tig alih te!cnolugs :ardau
pat datam Bag. XI.

79)  Konw., Bag. X1

30) Konv., Bag. XI; #h. cat. 71 supra.
Topik ini felah mengundang -per-
debatan  yang berkepanjangan  da-
lany  Wonperensi dan yang merupa-
kan leher boiod utama penghambat
kelancaran pekerjran Konp. sampai
pada sidang ke X, yang baru ber-
hasil mengangkat sebush Wonv. itu.

Di bawah pemerintahan orang.oreng besdr, pens lebih

berkuasa daripada pedang,

(Bargn Lytion J803-§837).






